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ABSTRAK 

 

Wahyu Haryadi, 201410115216, Skripsi. Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan 

Penggelapan Tanpa Melalui Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli ( 

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK / Pid / 2016). 

Sengketa Prayudisial pada dasarnya merupakan sengketa kewenangan mengadili yang 

timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih 

dahulu proses hukum perkara perdatanya. Hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata 

sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik dan 

bukan sebaliknya. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang penyelesaian sengketa 

prayudisial, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/ Pid/ 2016 

dengan terdakwa Melia Handoko alias Liem Mei Yien, yang dipidana tanpa proses sengketa 

prayudisial padahal perkara pidana ini mengandung sengketa prayudisial sebagaimana diatur 

dalam Pasal 81 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Penelitian ini 

bertujuan memberikan sumbangsih bahan kajian tentang sengketa prayudisial untuk 

melahirkan konsep-konsep ilmiah bagi perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia. 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah semua 

undang-undang dan peraturan terkait isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut, 

bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam proses penyelesaian sengketa prayudisial 

pada tahap pra penuntutan, karena peraturan-peraturan yang ada hanya memberikan 

kewenangan kepada majelis hakim untuk melakukan penundaan penuntutan pemeriksaan 

perkara pidana. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam 

pembaharuan hukum positif yang mengatur penyelesaian sengketa prayudisial.      

 

Kata Kunci : Sengketa Prayudisial, Pemidanaan, Penggunaan Surat Palsu, Penggelapan, 

Penyelesaian Sengketa.  
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ABSTRACK 

 

Wahyu Haryadi, 201410115216, Skripsi, Criminalization of Using a Letter fake and 

Embezzlement Without Through the Process Prejudiciel Geschill in the Procedure of Making 

a Deed of Sale (Case Studies of Supreme Court Number 37 PK/ Pid/ 2016).   

Prejudiciel geschill is basically a dispute the authority of the judge that arise between 

criminal court and civil court, that must be completed in advance matters of its civil. This is 

because the verdict of the civil law as private law can affect the verdict of  the criminal law 

as public law and not vice versa. In this paper the author discusses the completion of the 

prejudiciel geschill, by analysing the decision of the Supreme Court Number 37 PK/ Pid/ 

2016 with the defendant Melia Handoko namely Liem Mei Yien, who shall be punished 

without due process prejudiciel geschill whereas a criminal case it contains prejudiciel 

geschill as stipulated in Article 81 of the Criminal Code of Indonesian and Indonesian 

Supreme Court Regulation Number 1th of 1956. It study aims to provide a contribution to 

study materials of prejudiciel geschill to give birth to the scientific concepts for the 

development of legal knowledge in Indonesian. This research used normative law research 

method by reviewing all legislation and regulations related to the issue of law researched. 

From these results, that there is still a legal vacuum in the process of settlement prejudiciel 

geschill at the stage of pre prosecution, because the regulations are there only to give 

authority to the Judges to delay prosecution of the examination of the criminal case. It is 

expected to be input for the Government in the renewal of positive law governing the 

settlement of prejudiciel geschill. 

 

 

 

Keywords : Prejudiciel geschill, Criminalization, Using of a letter fake, Embezzlement, 

Settlement of disputes. 
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Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, 

sehingga untuk dapat memperbaikinya penulis berharap masukan dan kritik serta saran. 
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mohon untuk dimaafkan yang setulus-tulusnya. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

menjadikan catatan amal baik dan kita diampuni dari kesalahan serta berkenan menunjukan 

kita jalan yang benar. 
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